ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN HAJI





1.1 Latar Belakang 
Haji dan umroh merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan atas 
setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun islam yang 
kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka setiap orang yang mampu, 
apabila tidak melakukanya, ia berdosa dan apabila dilakukan ia dapat pahala. 
Haji dan umrah hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti bahwa 
seseorang yang telah melakukan haji yang pertama, maka selesailah 
kewajibannya. Haji yang berikutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya, merupakan 
ibadah sunnah. 
Penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap tahun oleh umat islam di 
Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji, menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban 
memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya 
terhadap jemaah haji melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan haji. 
Kegiatan ibadah haji mempunyai dua sisi yang harus diperhatikan dalam 
pelaksanaannya yaitu, standar pelaksanaannya saat masih di tanah air dan di 
Makkah. Pada standar pelayanan di tahah air banyak aspek penting yang harus 




Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ke Bank, pengurusan dokumen haji, 
pemeriksaan kesehatan calon jemaah, bimbingan manasik (materi bimbingan, 
metode dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan, dan konsultasi 
keagamaan. Sedangkan standar pelayanan ibadah haji dan umrah di tanah suci 
adalah pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan serta bimbingan 
ibadah haji. 
Maka peluang inilah dilirik bukan saja oleh pemerintah namun juga oleh 
biro-biro penyelenggara berkompetisi untuk menarik simpati jemaah. 
Kesemuanya itu berlomba-lomba menawarkan pembinaan, pelayanan, dan 
perlindungan dengan kelebihan fasilitas yang berbeda untuk semua popularitas. 
Disinilah kemudian lembaga-lembaga itu mengambil peran, dimana ada 
diantara mereka yang menangani ini semata-mata karena bisnis, namun diantara 
mereka ada juga karena memang panggilan agama. 
Bila pelayanan atas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan, maka 
kualitas pelayanan dikatakan baik. Sebaliknya bila pelayanan atau jasa yang 
diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas dipersepsikan buruk. 
Dengan pelayanan yang baik dapat memberikan kepuasan jemaah adalah 
memiliki karyawan yang profesional, tersedia sarana dan prasarana yang baik, 




awal hingga selesai. Mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu 
memberikan kepercayaan kepada jemaah. 
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang 
merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 
dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus 
dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan 
penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk 
mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta 
terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara 
jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan 
pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi 
yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan 
penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik. 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar merupakan lembaga 
pemerintah daerah yang berperan dalam melayani administrasi pendaftaran 




dan Umroh, yakni sebagai pelaksana dan pemberian pelayanan ibadah haji 
kepada masyarakat yang meliputi pelayanan teknis, antara lain: pendaftaran 
haji, bimbingan manasik haji, uji kesehatan, keberangkatan dan kepulangan 
Jemaah Haji maupun bimbingan pasca haji. 
Adapun produk pelayanan administrasi yang tersedia di Seksi 
Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupeten 
Kampar meliputi: pendaftaran haji, pelunasan biaya haji, serta pembatalan dan 
penundaan keberangkatan haji.  
Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang 
beragam, melibatkan banyak pihak dan orang. Oleh karena itu dalam 
penyelenggaraan ibadah haji diperlukan kerjasama yang erat, koordinasi yang 
dekat, penanganan yang cermat dan lingkungan sumber daya manusia yang 
handal dan amanah. Prinsip-prinsip penyelenggaraan ibadah haji 
mengedepankan kepentingan jemaah, memberikan rasa keadilan dan kepastian, 
efektif dan efisien, transparansi dan akuntabilitas, profesional dan nirlaba. 
Kepala Kemenag Kampar, Dr. H. Fairus, MA, mengatakan bahwa pada 
tahun 2016 jumlah jemaah haji Kabupeten Kampar mengalami peningkatan 
yaitu sebanyak 523 orang. Sebanyak 47 calon Jemaah haji batal berangkat haji 
dikarenakan calon Jemaah haji tersebut tidak melunasi Biaya Penyelenggaraan 




2015 lalu, jumlah jemaah haji Kabupaten Kampar hanya berkisar 444 orang. 
(wawancara pra riset pada 17 Januari 2017). 
BANGKINANG - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar 
mencatat Calon Jemaah Haji (CJH) tahun ini sebanyak 528 orang. 
Namun jumlah itu berkurang setelah 47 orang digugurkan dan dianggap 
batal berangkat ke Tanah Suci.  
Kakan Kemenag Kampar Fairus, kepada wartawan mengungkapkan, 
sebanyak 496 orang untuk porsi normal atau kuota reguler dan 32 orang 
dari kuota tambahan. "Tapi sampai batas waktu yang ditentukan, 47 
CJH tidak melunasi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)," 
ungkapnya, Selasa (14/6/2016). (Koran Tribun Pekanbaru, Selasa 14 
Juni 2016) 
 
Tabel 1.1 Jumlah Calon Jemaah Haji Kemenag Kampar Tahun 2012-2016 
Sumber: Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kampar 
Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pada 5 tahun terakhir jumlah calon jemaah 
haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar mengalami grafik 
naik-turun. Hal tersebut disebabkan adanya pemangkasan kuota provinsi 
sebanyak 20% hingga tahun 2016 selama renovasi Masjidil Harom. Sedangkan 
faktor lain dikarenakan ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar yang tidak 
stabil yang mengakibatkan terkendalanya masyarakat dalam hal pelunasan 
BPIH sehingga masyarakat tersebut harus menunda keberangkatannya pada 
tahun berikutnya. Terjadinya pembatalan dari pihak calon jemaah haji itu 
sendiri disebabkan oleh sakit, meninggal, serta kurangnya akses informasi haji 
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 




dari Kankemenag ke daerah-daerah terpencil dan kurangnya tenaga 
penyuluhan, dan lain sebagainya. 
Sejak 2013, Pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota sebanyak 
168.800 calon jamaah haji (CJH) dari Indonesia dengan rincian 155.200 jamaah 
reguler dan 13.600 jamaah haji khusus. Jatah normal kuota haji sebanyak 
211.000 orang sesuai kesepakatan OKI (Organisasi Konferensi Islam) 
dipangkas 20 persen lantaran adanya renovasi Masjidil Haram. Termasuk 
Provinsi Riau yang semula 5.010 orang pertahun, menjadi 4.008 orang hingga 
tahun 2016. 
Kuota haji indonesia bertambah di 2017. Naik 52.200 dari sebelumnya. 
Dari 168.800 menjadi 221.000. Ini berdampak pada kuota haji Riau yang ikut 
naik. Dari 4.008 jamaah tahun lalu menjadi 5.010 orang atau naik 1.002. 
Sedangkan kuota calon jemaah haji kabupaten kampar adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.2 Jumlah Kuota Jemaah haji Kampar 
Tahun 2013 s/d 2016 2017 
Kuota 519 789 
Sumber: Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kampar 
Ibadah haji merupakan ibadah yang diminati masyarakat muslim, 
sehingga dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pendaftaran jemaah haji. 
Peningkatan minat pelaksanaan ibadah haji ini memunculkan dinamika dan 
problematika dalam penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji. Sementara itu, 




berangkat haji banyak yang dikategorikan Lanjut Usia (Lansia) dan memiliki 
resiko tinggi (Resti). Oleh sebab itu Kementerian Agama Kabupaten Kampar 
sudah semestinya melayani Jemaah haji tersebut dengan baik terutama bagi 
jemaah haji yang telah Lanjut Usia (Lansia) tersebut dengan baik.  
Sementara itu, pelayanan administrasi di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Kampar masih sangat dikeluhkan masyarakat. Masyarakat 
mengeluhkan pelayanan yang kurang maksimal dari pihak penyelenggara 
layanan. Seperti contohnya sebagian petugas pelayanan tidak berada di tempat 
pada saat jam kerja, serta lambannya pegawai dalam menyelesaikan masalah 
sehingga masyarakat harus mengantri lama untuk mendapatkan pelayanan.  
Berdasarkan hasil observasi penulis pada saat melakukan Praktek Kerja 
Lapangan (PKL) selama lebih kurang 2 bulan di tempat tersebut, penulis 
menemui hal sebagai berikut: 
1. Prosedur pelayanan pada seksi Penyelenggaraan Haji masih belum dapat 
dipahami sepenuhnya oleh masyarakat; 
2. Masalah jaringan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu SISKOHAT yang 
sering mengalami offline; 
3. Pegawai sering tidak berada di tempat pada saat jam kerja berlangsung, 
sehingga menyebabkan masyarakat harus menunggu lama dan harus bolak-
balik ke Kantor, bahkan masyarakat yang mengurus pelayanan banyak yang 




4. Petugas administrasi pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh 
Kemenag Kampar masih kurang komunikatif terhadap pelayanan kepada 
yang bersangkutan, sehingga memperlambat proses pengurusan; dan 
5. Kurangnya disiplin pegawai dalam memberikan pelayanan yang bermutu. 
Hal ini sangat disayangkan masyarakat. Dengan adanya kendala tesebut 
membuat masyarakat tidak dapat merasakan adanya kemudahan, kelancaran, 
dan kepastian dalam hal pelayanan. Harapan akan adanya trasparan, akuntabel 
dan terbuka tidak terlaksana. Akibatnya kualitas pelayanan pun yang diterima 
oleh para jemaah belum sesuai dengan harapan. Dalam hal ini Kementerian 
Agama Kabupaten Kampar selaku pihak penyelenggara harus bisa mengatasi 
masalah tersebut agar kualitas pelayanan ibadah haji yang trasparan, akuntabel 
dan terbuka tersebut dapat tercapai. 
Dalam melakukan pelayanan pendaftaran haji ada beberapa kendala 
yang dihadapi oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Adapun kendala-kendala yang 
dihadapi oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh berdasarkan keterangan 
dari bapak H. Zulfaimar, S.Ag., M.AP selaku staf Seksi Penyelenggaraan Haji 
dan Umroh adalah sebagai berikut: 
1. Masalah jaringan yang sering offline yang dapat menyulitkan petugas untuk 





2. Jumlah petugas pelayanan yang belum optimal dalam melayani publik bila 
dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang mendaftar; dan 
3. Kurangnya beberapa persyaratan Calon Jemaah Haji yang dapat 
menyulitkan petugas administrasi dalam hal validasi seperti KTP, ijazah, 
buku nikah, akte kelahiran, dan sebagainya terutama bagi calon Jemaah haji 
yang lanjut usia (lansia). (wawancara pra riset pada 17 Januari 2017). 
Masalah jaringan yang sering offline tersebut dapat menyebabkan 
terganggunya prosedur pelayanan dari segi waktu. Kurangnya petugas di bagian 
pelayanan membuat masyarakat harus mengantri untuk mendapatkan 
pelayanan. Adapun kurangnya beberapa persyaratan yang disebutkan diatas 
adalah karena ada sebagian Calon Jemaah Haji yang memiliki Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) mati sehingga mereka diharuskan untuk mengurusnya dulu ke 
Kantor Dinas Pencatatan Sipil setempat. 
Dalam administrasi publik telah dikaji berbagai strategi dalam 
mencermati peran administrasi dibidang pelayanan publik. Administrasi publik 
dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta 
meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik dan juga 
melembagakan praktek-praktek menejerial agar terbiasa melaksanakan suatu 
kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional. 
Istilah administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah 




dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, 
yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan 
bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk 
dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah. 
Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
atas kurang optimalnya pelayanan dengan hasil dari pelayanan itu sendiri, yang 
berjudul: “Analisis Sistem dan Prosedur Pelayanan Pendaftaran Haji Pada 
Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Kampar.” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah 
dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana sistem dan prosedur pelayanan 
pendaftaran haji pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Kampar?” 
1.3 Tujuan Penelitian 
Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah yang 
sudah dinyatakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk 
mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur pelayanan pendaftaran haji pada 





1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian ini sebagai berikut: 
a. Manfaat Akademis 
1. Memberikan sumbangan pemikiran tentang sistem dan prosedur 
pelayanan pendaftaran haji pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. 
2. Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan 
tentang administrasi publik khususnya yang berhubungan dengan 
masalah sistem dan prosedur pelayanan pendaftran haji pada Seksi 
Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Kampar. 
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya. 
b. Manfaat Praktis 
1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan 
masukan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Penyelenggara Haji 
di Kabupaten Kampar sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan 
haji. 
2. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana 
Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas 





1.5 Sistematika Penulisan 
Agar dapat mengetahui lebih jelas dari penelitian ini, berikut dijabarkan 
susunan sistematika penulisan: 
 BAB I  :  PENDAHULUAN 
Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
 BAB II  :  LANDASAN TEORI 
Berisi beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini, 
seperti teori yang berhubungan dengan judul penelitian, pandangan 
islam, konsep operasional, hipotesa, variabel dan kerangka 
pemikiran. 
 BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 
Berisi tentang penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, 
jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan 
data dan analisa data. 
 BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis bagian 
penyusunan program, gambaran umum wilayah, struktur organisasi. 
 BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini membahas hasil dari penelitian dan pembahasan. 
 BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 
dan saran-saran. 
 KEPUSTAKAAN 
 LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
